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WAWASAN NUSANTARA (II)

A. Latar Belakang Historis dan Yuridis Formal

A.1    Wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah

Gagasan wawasan nusantara berpangkal tolak dari konsepsi negara kepulauan. Konepsi negara kepulauan mula-mula dikemukakan pada tanggal 13 Desember 1957 dalam bentuk “Deklarasi Juanda” yang menyatakan:

a. Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan mempunyai sifat dan corak tersendiri.

b. Bahwa menuntut sejarah sejak dulu kala kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan

c. Bahwa batas laut territorial yang termaktub dalam Territoriala Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 memecah keutuhan territorial Indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnnya sendiri.

Sementara itu pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk mengamankan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah laut nasionalnya mengingat bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di landas kontinen sudah dapat dilakukan berhubung adanya kemajuan teknologi. Untuk itu pada tanggal 17 Februari 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi tentang landas kontinen. Untuk membulatkan konsep wilayahnya, pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia telah mengumumkan tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia yang  lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut Indonesia. Pengumuman pemerintah ini didorong oleh faktor sebagai berikut:

1. Semakin terbatasnya persediaan ikan

2. Pembangunan nasional Indonesia

3. Zona Ekonomi Eksklusif sebagai rezim Hukum Internasional


Akhirnya konsep wilayah yang menyeluruh, yang sesuai dengan wawasan Nusantara dilengkapi dengan wilayah kita di ruang udara di mana Orbit Geo Stasioner sejauh 36.000 km dinyatakan sebagai wilayah kita berdasarkan penjelasan Pasal 30 Undang-undang No. 20 tahun 1982  tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia. Yang menjadi soal utama dalam hukum laut internasional adalah ; selama ini; sejarah hukum laut internasional mengenal pertarungan antara 2 konsepsi pokok yakni:

1. Res nullius

2. Res communis
Beberapa teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara haruslah terbatas adalah:

1. Teori Keamanan

2. Teori penguasaan

3. Teori “Udara”
A.2   Wawasan Nusantara sebagai wawasan kekuatan


Sampai tahun 1965 dalam memperkembangkan Angkatan bersenjata Republik Indonesia, tiap-tiap matra mempunyai wawasan sendiri;

1. Angkatan Darat menganut wawasan benua yang dirumuskan dalam dokrin “Tri Ubaya Cakti”

2. Angkatan Laut menganut wawasan bahari, yang dirumuskan dalam dokrin “Eka Gasana Jaya”

3. Angkatan Udara menganut wawasan Dirgantara, yang dirumuskan dalam dokrin “Swa Buwana Pakca”

4. Angkatan kepolisian mempunyai dokrin “Tata Tentram Kerta Raharja”

B.  Unsur-unsur Wawasan Nusantara

B.1  Wadah

1. Wilayah, yang merupakan wujud dan bentuk geografi dan sifat kemanunggalan

2. Tata inti organisasi (4 sistem pemerintahan Indonesia)

3. Tata Kelengkapan Organisasi

B.2  Isi

1. Cita-cita

2. Sifat dan Ciri-ciri

3. Cara Kerja

B.3 Tata Laku 

1. Tata Laku batiniah

2. Tata laku lahiriah
C.  Implementasi Wawasan Nusantara

· Salah satu manfaat yang paling nyata dari penerapan Wawasan Nusantara adalah dibidang politik, khususnya dibidang wilayah.

· Pertambahan luas ruang hidup terebut diatas mwngahsilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia mengingat bahwa minyak, gas bumi, dan mineral lainnya banyak yang berada di dasar laut, baik dilepas pantai maupun di laut dalam.

· Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia Internasional termasuk tetangga dekat.

· Penerapan wawasan nusantara di bidang komunikasi dan transportasi terlihat dengan adanya satelit palapa dan microwave system serta adanya lapangan terbang perintis dan pelayaran perintis.

· Penerapan Wawasan Nusantara di bidang ekonomi juga dapat lebih dijamin mengingat kekayaan alam yang ada menjadi lebih dan pemerataannya dapat dilakukan karena sarana dan prasarananya menjadi lebih baik.

· Penerapan di bidang Sosial-budaya terlihat dari dilanjutkannya kebijaksanaan menjadikan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika merasa sebangsa setanah air, senasib sepenanggungan dan berazas tunggal Pancasila.

· Penerapan Wawasan Nusantara di bidang pertahanan Keamanan terlihat makin eratnya kemanunggalan ABRI dan rakyat serta terdapatnya kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

· Penerapan wawasan nusantara terutama dapat terlihat GBHN, pelaksanaan dari rencana Pembangunan Lima Tahun dan APBN.
D.  ikhtisar wawasan nusantara












E.  Kesimpulan

a) Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannnya yang didasarkan pada falsafah dan ideologi yang dianutnya

b) Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang telah menegara tentang diri dan lingkungannnya yang didasarkan pada Pancasila dan UUD ’45.sejarahnya dan lingkungan alamnya

c) Istilah wawasan nusantara pada mulanya dicetusnya dalam seminar Hankam tahun 1966

d) Istilah wawasan nusantara kemudian dipakai untuk konsepsi kepulauan dan konsepsi negara kepulauan

e) Akhirnya wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan

f) Geopolitik adalah bagian dari wawasan nusantara

g) Ajaran wawasan nusantara sangat erat kaitannya dengan ajaran Ketahanan Nasional.
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- 	PEMBUKAAN UUD 1945 (ALINEA II)
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